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PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA BATU 

NOMOR   97 TAHUN  2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung 

percepatan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, 

serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran 

anggaran untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5351); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan  Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang  

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);  

34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 

1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2020 Nomor 6/C); 
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35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C); 

36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 5/C); 

37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2010 Nomor 6/C); 

38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 1/E); 

39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Izin Mendirikan Bangunan; 

40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 

2/A); 

41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C; 

42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu 

kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A); 

44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 8/E); 

45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 

6/E); 

46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan 

Terbatas Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A); 

47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 

1/A); 
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48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2018 Nomor 3/D); 

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Among Tirto Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2018 Nomor 71/D); 

50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 

9/A); 

51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2019 Nomor 7/B); 

52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2019 Nomor 8/A); 

53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 

3/E); 

54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 

Nomor 7/A); 

55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor    

11/A); 

56. Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 93 TAHUN 

2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

             

Pasal  I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 93 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan dalam Lampiran Ia diubah, sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini; 

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini; dan 

3. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan 

dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Perubahan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal II 
 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

             Ditetapkan di  Batu 
      pada tanggal   14 Oktober    2020
    

WALIKOTA BATU, 
 

 
ttd 

 
 

     DEWANTI RUMPOKO  
Diundangkan di Batu 

pada tanggal   14 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 

 
ttd 

 
 

ZADIM EFFISIENSI 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR  97/A. 


